
 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
 UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara 

 UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara 

 Surat keputusan menteri keuangan no.332M/V/9/68 ttg buku kas umum dan cara pengerjaannya. 

 Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara 

 PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik 

 Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup 
kementan 

 Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup 
kementan 

 Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV 
pada BBP2TP 

 Surat Pengesahan DIPA BBRMP Riau, TA 2026 

 Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan koM.Siuter 

 Menguasai tata kelola keuangan negara 
 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 SOP Penerbitan SPM 

 SOP Pengadaan barang dan jasa 

 Seperangkat koM.Siuter dan alat tulis 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya dana kepada 
pihak ketiga 

  

 Realisasi anggaran 

 Laporan berkala 

 

KEMENTERIAN PERTANIAN 
 

Nomor SOP 91/OT.210/H.12.6/01/2026 

Tanggal 
Pembuatan 

02 Januari 2026 

Tanggal Revisi  

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN Tanggal Efektif 02 Januari 2026 

 
 
 
 
 
  

Disahkan Oleh 

 
Kepala BBRMP RIAU 

 

 

 

 
Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. 

NIP. 19740402 199903 1 001 

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU 
Nama SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA 



 
 

KEMENTERIAN PERTANIAN 
 

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN Nomor : 91/OT.210/H.12.6/01/2026 

BBRMP RIAU Tanggal Penetapan : 02 Januari 2026 

Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi :  

Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan    

 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

VERIFIKASI PENGAJUAN DANA 

SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU 

Pengertian : Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga melalui LS 

Tujuan : Terbayarnya dana kepada pihak ketiga 

Kebijakan/Dasar Hukum :  UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara 

 UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara 

 PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik 

 Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan 

 Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan 

 Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP 

 Surat Pengesahan DIPA BBRMP RIAU, TA 2026 

Prosedur :  Membuat pengajuan 

 Mengajukan pengajuan 

 Melakukan verifikasi pengajuan 

 Menyetujui pengajuan 

 mendokumentasikan 
 

Keterkaitan :  SOP Penerbitan SPM 

 SOP Pengadaan barang dan jasa 
 

 

 



 
NO: 91/OT.210/H.12.6/01/2026 

SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA 
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU 

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU KET 

Penanggung 
jawab 

PUMK PPK/KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT  

1 

 

 

 

 Membuat pengajuan 
  

  Berkas tagihan 1 hari Berkas  

2 

 

 

 

 Mengajukan pengajuan ke bagian keuangan   

 

 Berkas  2 hari Berkas  

2 

 

 

 

 Melakukan verifikasi pengajuan      Berkas Berkas  

3 

 

 

 

 Menyetujui pengajuan     Berkas  2 hari Berkas  

4 

 

 

 

 mendokumentasikan     Berkas Berkas  

 


